BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Secara harfiah ilmu politik dari kata “Ilmu” dan “Politik”. Ilmu
adalah pengetahuan yang tersusun sistematis, berdasarkan fakta, dapat
dibuktikan kebenarannya, serta bersifat universal. Sedangkan politik
berasal dari bahasa Yunani, yaitu “polis” yang berarti negara dan “taia”
yang berarti urusan.* Jadi politik berarti “urusan negara”.

Pada masa Yunani kuno, politik mencakup semua soal yang
berkaitan dengan masyarakat, termasuk pendidikan dan agama.? karena
itu, politik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Dapat disimpulkan
bahwa ruang lingkup politik adalah tentang eksistensi negara, kekuasaan,
pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan distribution of power dalam
suatu pemerintahan atau negara.® Sedangkan menurut Munawwir Syadzali,
sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-
ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana
kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan
kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan; kepada
siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk

tanggung jawab.*

1 A. Rahman H.1, Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Graha IImu, Cet. I, 2007), 6.
2 Delias Noer, Islam dan Politik (Jakarta: Yayasan Ar-Risalah, Cet. I, 2003), 330.
® A. Rahman H.1, Sistem Politik Indonesia..., 7.

* Munawwir Syadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: Ul Press, 2003), 2.
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Secara umum, yang dimaksud dengan ilmu politik adalah ilmu
yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga negara,
antar warga negara dan negara, maupun hubungan sesama negara. Bidang
kajian ilmu politik meliputi:

1. Teori limu Politik, meliputi teori politik dan sejarah perkembangan ide-
ide politik.

2. Lembaga-lembaga  politik,  meliputi  Undang-Undang  Dasar,
Pemerintahan Nasional, Pemda dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial
pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik.

3. Partai politik, meliputi organisasi kemasyarakatan, pendapat umum,
partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi.

4. Hubungan internasional, meliputi politik internasional, organisasi-
organisasi internasional, administrasi internasional, dan hukum
internasional.”

Karena politik berhubungan dengan kekuasaan, maka ia memiliki
peran penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat secara alamiah
membutuhkan suatu sistem peraturan untuk mengatur bermacam interaksi
di dalamnya. Sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang berlaku
di Indonesia. Sedangkan sistem politik di Indonesia adalah sistem politik
yang pernah berlaku di Indonesia. Artinya bahwa sistem politik Indonesia
merupakan sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang berdasarkan

nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga bisa diadopsi

® A. Rahman H.I, Sistem Politik ..., 8.



dari nilai budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik
Indonesia. Sedangkan sistem politik di Indonesia lebih menekankan bahwa
sistem ini adalah sistem politik yang pernah dilaksanakan di Indonesia
pada masa lalu. Contoh, pada masa pemerintahan orde lama, Orde Baru,
dan bahkan pada masa pra-kemerdekaan.®

Thomas Hobbes dalam bukunya leviathan menerangkan bahwa
pada mulanya manusia itu hidup dalam suasana takut. Manusia satu
dengan yang lainnya beranggapan sebagai seekor serigala yang buas, yang
tiada hentinya berperang. Hobbes menyebut suasana masyarakat itu
sebagai homo homini lupus yang artinya manusi merupakan serigala
terhadap manusia lain. Untuk itu maka anggota masyarakat mulai
mengadakan semacam perjanjian masyarakat yang didasarkan pada tujuan
pengamanan hubungan manusia agar tidak menganggap yang lainnya
sebagai musuh dan objek kepentingan semata.’

Dalam kehidupan masyarakat, banyak dijumpai individu warga
negara yang bergabung dalam organisasi politik. Di dalamnya terdapat
bermacam bentuk aktivitas-aktivitas yang mencerminkan peran
masyarakat sebagai warga negara. Semua bentuk aktivitas itu disebut
dengan pesta demokrasi yang menurut masyarakat memiliki keinginan

berkuasa melalui organisasi politik yang disebut dengan partai politik.?

® 1bid, 9.

" Ishomuddin. Sosiologi Perspektif Islam, (Malang: UMM Press, 2005), Hal 7
® Ibid, 101.



Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang
perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai
politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung
antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak yang lain. Adalah satu
kenyataan bahwa negara dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sama
terhadap masyarakat sebagai hubungan bentuk dan benda. Bentuk adalah
rupa yang menjaga adanya benda dengan perantaraan potongan tertentu
dari bangunan yang diwakilinya. Yang satu tidak dapat dipisah-pisahkan
dengan yang lainnya.? Di negara-negara yang menganut paham demokrasi,
gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis, bahwa
rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin
bangsa yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (Public Policy)."

Pada mulanya, kegiatan politik hanya terpusat pada kelompok-
kelompok di parlemen, ini bertujuan untuk mempertahankan kepentingan
kaum tertentu. oleh karena itu dirasa perlu memperoleh dukungan dari
berbagai golongan masyarakat, lambat laun partai politik berkembang dan
menjalin  hubungan tetap antara kelompok-kelompok politik dan
masyarakat yang mempunyai paham dan kepentingan yang sama. menurut
Miriam Budiharjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir,
yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita

yang sama. tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan

® Osman Raliby, Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998),
143.
1% A. Rahman H.1, Sistem Politik ..., 101.



merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk

melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki.*!

John Locke menegaskan bahwa dalam suatu masyarakat banyak
terjadi kepincangan antara penguasa dan yang dikuasai, yang memerintah
dan yang diperintah. Karena itu harus dicari jalan keluar untuk mengatasi
kepincangan itu, yaitu dengan mengadakan perjanjian diantara anggota
yang merasa haknya dilanggar oleh penguasa.?

Dalam menjalankan fungsinya, partai politik akan ikut ditentukan
oleh kelompok-kelompok dan tujuan yang ingin dicapai. Fungsi partai
politik yang melekat adalah:

1. Sosialisasi politik: Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk
memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap, dan etika politik yang
berlaku. Pembentukan sikap politik untuk membentuk keyakinan politik
membutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung
tanpa henti.*® Sedangkan menurut Miriam Budiharjo, sosialisasi politik
adalah proses di mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi
terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di
mana dia berada.**

2. Partisipasi politik: adalah fungsi partai politik untuk mendorong

masyarakat agar aktif dalam kegiatan politik. Biasanya dilakukan

" Ibid, 102.
12 |shomuddin, Sosiologi Perspektif Islam, (Malang: UMM Press, 2005), 8.

13 Fadillah Putra, Partai Politik dan Kebijaksanaan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I,
2003), 11.
1 A. Rahman H.1, Sistem Politik ..., 103.



melalui indoktrinasi ideologi, platform, asas partai kepada anggota,
masyarakat yang ada dalam jangkauan partainya.

3. Komunikasi politik: adalah fungsi menyalurkan aneka ragam pendapat
dan aspirasi masyarakat. Sebagai alat komunikasi prinsip-prinsip partai,
gagasan partai dan program kerja partai.™

4. Artikulasi kepentingan: adalah fungsi menyampaikan kepentingan
konstituen (masyarakat) kepada badan-badan politik dan pemerintah.*®

5. Pembuat kebijaksanaan: Fungsi ini adalah fungsi yang dimiliki oleh
partai politik setelah meraih kekuasaan setara konstitusional. Kekuasaan
yang dimaksud adalah kekuasaan di lembaga eksekutif maupun
legislatif setelah memperoleh kekuasaan ini maka partai politik
memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan
digunakan dalam pemerintahan.

Karena manusia dianggap sebagai makhluk yang berpolitik, yang
membedakan dengan makhluk lainnya. Maka ia memiliki kemampuan
mengatur kehidupan kelompok mulai dari yang kecil sampai pada
kelompok yang besar, sampai pula kepada kelompok yang menembus
batas-batas kebangsaan.'’

Dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah 3 Nopember 1945
menandai sistem demokrasi di Indonesia karena maklumat ini berisi

tentang diberinya kesempatan bagi masyarakat Indonesia guna

!> Fadillah Putra, Partai Politik ..., 14.
8 A. Rahman H.1, Sistem Politik ..., 104.
1 1shomuddin, Sosiologi Perspektif Islam, (Malang: UMM Press, 2005), 15.



menyadarkan aspirasi politiknya.’* Semenjak masa pemerintahan orde
lama, Orde Baru, hingga reformasi, telah banyak lahir bermacam partai
politik dengan ragam ideologinya. Beberapa diantaranya berlatar belakang
komunis, nasionalis, dan agama.*®

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser akibat
desakan arus reformasi yang kuat. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru
di Indonesia yang disebut era reformasi. Pada masa itu, Nahdlatul Ulama’
sebagai organisasi kemasyarakatan yang besar mulai kebanjiran usulan
dari warganya. Namun demikian pengurus besar Nahdlatul Ulama' sendiri
menyikapinya dengan hati-hati. Hal ini didasarkan pada hasil Muktamar
ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris, NU
tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan
politik praktis. Namun sikap ini belum memuaskan keinginan warga NU.
Banyak pihak dan kalangan NU menyatakan bahwa berdirinya partai
politik adalah untuk mewadahi aspirasi politik warga NU. Selanjutnya
PBNU membentuk tim untuk menyusun rancangan awal pembentukan
partai politik yang ideologinya mengakomodir pokok-pokok pikiran NUZ.

Pada 23 Juli 1998, bersama dengan tokoh-tokoh NU,
dideklarasikanlah partai politik yang bernama Partai Kebangkitan Bangsa.

Cita-cita politik Partai Kebangkitan Bangsa adalah terwujudnya

18 Muhammad Igbal, Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), 261.
' Ibid, 262.
20 «Sejarah Lahirnya PKB”, dalam http://partaiislam.blogspot.com/2014/03/sejarah-lahirnya-PKB,

diakses pada 20 Agustus 2015.
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masyarakat bangsa Indonesia yang adil dan makmur, merdeka dan

berdaulat, yang terjamin hak-hak dasarnya, yaitu hak atas keselamatan

jiwa dan segala bentuk penganiayaan, kebebasan dari pelaksanaan agama,
hak berketurunan serta keselamatan harta benda yang sah.**

Prinsip perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa adalah pengabdian
kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran
dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan
persaudaraan dan kebersamaan.?

Sedangkan yang dimaksud dengan dasar politik PKB di sini adalah
Mabda’ siyasi yang menjadi dasar gerakan politik PKB dalam
pembentukan sebuah Negara.

1. Mewujudkan masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya.

2. Mewujudkan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang
meliputi terpeliharanya jiwa, terpeliharanya agama, terpeliharanya akal,
terpeliharanya keturunan, dan terpeliharanya harta.

3. Jalur kekuasaan menjadi penting karena penjabaran dari misi tersebut
dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik.

4. Partai Kebangkitan Bangsa meyakini bahwa kekuasaan sejatinya milik
Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan manusia merupakan amanat.
Hendaknya pemegang amanat, senantiasa memihak kepada pemberi

amanat.

21 Fadillah Putra, Partai Politik ..., 115.
22 |bid, 116.



5. Dalam kehidupan sosial, kekuasaan harus dapat dikelola dengan baik
dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu memberikan
kemaslahatan bagi semua.

6. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola
dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama
yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi
semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk
memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan
persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa
berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu
haruslah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat di
kontrol pengelolaannnya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu
hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan itu tidak tak terbatas
dan tidak memusat disatu tangan, serta berada pada mekanisme sistem
yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik,
harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan
dengan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide
perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman
atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam
tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh

internal partai.
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7. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu Bangsa
pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan
kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan bagi
seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai pancasila tersebut
haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali
persaudaraan antarsesama yang terikat dengan ikatan keagamaan
(ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan
kemanusian (ukhuawah insaniyah), dengan selalu menjungjung tinggi
semangat akomodatif, koperatif dan integratif, tanpa harus saling
dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.

8. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah
diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusian yang agamis, yang
berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik
serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan
menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun
dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk
mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana
dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa.
Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung,

merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna
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menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan
yang jujur, adil dan demokratis.

9. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian
lintas agama, suku, ras dan lintas golongan yang dimanifestasikan
dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan
kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independent dalam
pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang
bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.?

Di antara pemikir politik klasik dan pertengahan, Ibnu Khaldun
dapat dikatakan sebagai tokoh yang paling banyak berkecimpung di dalam
dunia politik praktis. Kekuatan gagasan-gagasan kenegaraan Ibnu Khaldun
terletak pada teori-teorinya yang mengakar pada realitas politik praktis.**

Dari riwayat hidupnya, ada beberapa catatan yang layak
dikemukakan. Pertama: Lingkungan sosial-politik Ibnu Khaldun akhirnya
meninggalkan politik praktis demi mengimbangkan gagasan-gagasannya.
Pengalaman praktisnya di lapangan politik sangat berguna baginya dalam
menyusun teori-teori politik. Tidak berlebihan kiranya kalau Ahmad
Syafi'i Ma’arif mengemukakan bahwa seandainya Ibnu Khaldun tidak
pernah malang-melintang di dunia politik secara intens, teorinya tidak
akan setajam dan sejernih seperti yang tertuang dalam kitab Al-

Mugaddimah-nya.

28 «“Sejarah PKB”, dalam http//peraturan-pkb.blogspot.com/2009/08/sejarah-pkb, diakses pada 20
Agustus 2015.
2 Mohammad Igbal, Pemikiran Politik ..., 47.
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Salah satu sumbangan yang asli dari lbnu Khaldun kepada ilmu
politik adalah teorinya tentang Ashabiyah, dan peranannya dalam
pembentukan negara. Istilah Ashabiyah oleh Franz Rosenthal
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris group feeling. Secara harfiah kata
tersebut bisa kita terjemahkan menjadi Solidaritas Kelompok. Menurut
Ibnu Khaldun semua orang memiliki kebanggaan akan keturunannya. Rasa
saling sayang dan saling haru di antara mereka merupakan watak alami
yang ditempatkan oleh Allah pada trap hati manusia. itulah yang
melahirkan semangat saling mendukung dan saling membantu apabila
mereka yang mempunyai ikatan ini mendapat perlakuan tidak adil, dan
adanya hasrat berbuat sesuatu untuk melindungi pihak yang terancam
itulah yang dinamakan Solidaritas Kelompok.?

Teori solidaritas kelompok adalah gagasan-gagasan Ibnu Khaldun
yang bermuara pada sosiologi sebagai alat pembentukan sebuah Negara.

a. Solidaritas kelompok terdapat dalam watak manusia (alami). Dasarnya
dapat ikatan kerabat, tempat tinggal yang berdekatan, dll.

b. Adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan keharusan bagi
suatu Negara. Keseragaman akan menimbulkan solidaritas kelompok
yang kuat.

c. Kepala Negara memerlukan solidaritas kelompok yang kuat berupa

loyalitas dari kelompoknya dalam menghadapi tantangan.

2 Munawwir Syadzali, Islam ..., 104.
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d. Dengan solidaritas kelompok yang kuat, suku-suku akan bersatu hati
memendam ambisi pribadi untuk mengusahakan tujuan-tujuan yang
lebih mulia.

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian
terhadap dasar-dasar politik Partai Kebangkitan Bangsa dalam perspektif
pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori Solidaritas Kelompok.

. ldentifikasi dan Batasan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka permasalahan-
permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Dasar-dasar politik Partai Kebangkitan Bangsa

2. Teori Solidaritas Kelompok Ibnu Khaldun

3. Tinjauan teori solidaritas kelompok Ibnu Khaldun terhadap dasar-dasar
politik Partai Kebangkitan Bangsa

. Rumusan Masalah

Bertitik pangkal pada identifikasi dan batasan masalah di atas,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar-dasar politik Partai Kebangkitan Bangsa?

2. Bagaimana tinjauan teori solidaritas kelompok Ibnu Khaldun terhadap
dasar-dasar politik Partai Kebangkitan Bangsa?

. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang

sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga
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terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.?®

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan
gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis
yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada
pengulangan. dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis menemukan
hasil penelitian, diantaranya:

“Pemikiran Ibnu KhaldunTentang Teori Solidaritas Kelompok
Terhadap Masyarakat Modern (Dalam Konteks Indonesia).” Penulis
skripsi Tri Wahyuni Handayani lulusan tahun 2010 Fakultas Ilmu Sosial
dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.

Isi skripsi tersebut adalah: Kunci utama untuk mengatasi
permasalahan di Indonesia adalah dengan menumbuhkan kembali rasa
solidaritas kelompok, yang pada masa dahulu kental sekali dan hasilnya
adalah kemerdekaan bagi negara Indonesia. Generasi sekarang harus
cerdas dalam memanfaatkan kemajuan peradaban, seperti teknologi dan
ilmu pengetahuan, dan berpegang teguh pada solidaritas kelompok dalam
membangun serta memajukan bangsa. Dengan sumber daya alam yang
dimiliki, menjadi modal bagi rakyat Indonesia untuk mampu bersaing

dengan dunia.?’

%% Tim, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syari‘ah, (Surabaya: Cempaka, 2012), 9

2" Tri Wahyuni Handayani, “Pemikiran Ibnu khaldun Tentang Solidaritas Kelompok Terhadap
Masyarakat modern (Dalam Konteks Indonesia)”, dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/5659.
(skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), diakses pada 25 Agustus 2015.
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E. Tujuan Penelitian
Penelitian ini mempunyai tujuan, diantaranya:
1. Untuk mengetahui dasar-dasar politik Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif pemikiran Ibnu Khaldun
tentang teori Solidaritas kelompok terhadap dasar-dasar politik Partai
Kebangkitan Bangsa.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Diharapkan dengan adanya penelitian ini ada manfaat yang diperoleh
baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Dari segi teoritis : hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan
ilmu politik di Indonesia.

2. dari segi praktis : hasil penelitian diharapkan berguna bagi penerapan politik
praktis di lapangan.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari salah interpretasi dan perbedaan pengertian, maka
penulis memandang perlu untuk menjelaskan definisi dari operasional judul yang
diajukan ini. “Dasar-dasar Politik Partai Kebangkitan Bangsa dalam Perspektif

Pemikiran Ibnu Khaldun tentu Teori Solidaritas Kelompok™.

1. Dasar-dasar politik PKB : yang dimaksud dasar-dasar politik PKB dalam
skripsi ini adalah Mabda’ Siyasi yang menjadi dasar pergerakan politik PKB
dalam pembentukan sebuah negara.

2. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori Solidaritas Kelompok adalah gagasan-
gagasan Ibnu Khaldun yang bermuara pada Sosiologi sebagai alat

terbentuknya solidaritas kelompok dalam pembentukan sebuah negara.
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H. Metode Penelitian
Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat
dan mungkin dilaksanakan (feasible) guna mencapai tujuan penelitiannya. Karena
itu seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode ilmiah dan
karakteristiknya.?® Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan strategi
penelitian sebagai berikut:
1. Data yang Dikumpulkan
Data yang dikumpulkan untuk menunjang penelitian ini adalah Dasar-
Dasar Politik Partai Kebangkitan Bangsa yang diambil dari AD/ART Partai
Kebangkitan Bangsa
2. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Sumber primer, seperti :
1) Ibnu Khaldun, Mugaddimah ,Jakarta, Pustaka Firdaus, 2010
2) Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa.
b. Sumber Sekunder, berupa semua pemikiran tentang kajian politik yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku, makalah, jurnal,
yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian library research adalah
teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi
pustaka yang ada pada bahan hukum sekunder. Selain itu wawancara

juga salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang

%8 saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.111, 2001), 19
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teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk
memperoleh bahan hukum yang mendukung jika diperlukan.
4. Teknik Pengolahan Data
Setelah mendapat data dengan menggunakan metode
pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengolahan data
dengan cara sebagai berikut:
a. Pemeriksaan ulang (Editing)
Yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh
terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, serta relevansinya

dengan kelompok yang lainnya.?

b. Pengelompokkan data (Coding)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan sejenis
sumber bahan hukum (literatur, buku, atau dokumen), pemegang hak
cipta (nama penulis, tahun penerbit) dan urutan masalah. Tujuan
Coding adalah untuk memudahkan dalam menganalisis data
berdasarkan kategori yang diinginkan.

5. Teknik Analisis Data
Agar data yang diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan
mempermudah menganalisis data yang telah diperoleh sebelum
dipaparkan  secara  deskriptif.  Yakni  menggambarkan dan

menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Tujuan dari

2 gaifullah, Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi, (Malang: Fakultas
Syari'ah UIN Malang, t.t.), 15.
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penelitian deskriptif ini adalah untuk memberi gambaran secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan
antar fenomena yang diteliti. Teknik analisis ini digunakan untuk
mendiskripsikan dasar politik Partai Kebangkitan Bangsa. Penelitian ini
juga menggunakan pola pikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari
pernyataan yang bersifat umum.*® Kepada kesimpulan yang bersifat
khusus yang diperoleh dari analisis objek, bukti-bukti, dan hal lain yang
aktual, realistis dan logis.** Data yang didapatkan dianalisis dengan
kerangka konseptual serta menarik kesimpulan dari semua proses
tersebut. dalam penelitian ini, dasar politik PKB dianalisis dengan teori
solidaritas kelompok Ibnu Khaldun dan diambil kesimpulan darinya.
I. Sistematika Pembahasan
Dalam penyusunannya dibagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari:
Bab | berisi pendahuluan, Bab Il berisi tentang landasan teori, Bab IlI
berisi tentang deskripsi perkara, Bab 1V berisi jawaban rinci dari rumusan
masalah serta analisa, dan Bab V berisi penutup.
Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan.

%0 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 54.
1 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiah, Dasar Metode dan Teknik, (Bandung:

Tarsito, 1984), 134.
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Bab IlI: memuat landasan teori mengenai teori solidaritas
kelompok Ibnu Khaldun.

Bab I11: memuat deskripsi dasar-dasar politik Partai Kebangkitan
Bangsa.

Bab IV berisi analisis data berkaitan dengan dasar-dasar politik
Partai Kebangkitan Bangsa dan analisis teori solidaritas kelompok Ibnu
Khaldun terhadap dasar-dasar politik tersebut.

Bab V memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran yaitu

dengan cara mengulas secara singkat jawaban dari rumusan masalah.



